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“tentang rasa malu dan martabat, kita adalah orang yang
orang katakan.
Dimana perahu berlayar, disanalah air mengalir, dimana ada
persoalan, disanalah ada jawaban
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Bila ingin mempelajari suatu rahasia, hatimu harus melupakan
dicintai Tuhan, Namun kenapa kita mengkhawatirkan apa yang
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat
dan: kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang
Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang lzin Poligami (Studi
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)”. Shalawat serta salam kepada Nabi
Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi
seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam
hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta
dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya.
Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada yang terhormat:

1.2 Kedua Orangtua saya yang tercinta, Ayahanda M. Khalis (Almarhum) dan
Ibunda Rosmaniwati (Almarhumah) terimakasih yang tak terhingga kepada
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Terimaksih kepada Ibunda yang paling saya sayangi, karna semenjak
ayahanda wafat, Ibundalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Berbagai
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serta membesarkan dengan penuh didikan yang disiplin, sehingga anakmu bisa



jadi seperti sekarang ini. Walaupun kalian berdua sudah pergi meninggalkan
dunia ini, kenangan dan perhatian Ayahanda dan Ibunda tidak akan pernah
terlupakan sampai kapanpun. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam
naungan Rahmat-Nya Allah SWT.
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil
Rektor Il dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil

Rektor 111 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut

ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi
penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas
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12.Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 jurusan Hukum Keluarga
khususnya HK-A, yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga
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ABSTRAK

Irnwan Syahputra, (2024) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama
Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan
Berkaitan Tentang lzin Poligami (Studi
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu kasus dipengadilan
agama Pekanbaru, terkait tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh
pemohon selaku istri pertama terhadap istri kedua selaku termohon 1 dan pihak
KUA kuala Kampar yang menerbitkan surat nikah terhadap pernikahan tersebut,
permasalahannya bahwa pemohon menganggap pernikahan yang terjadi antara
suaminya dan termohon 1 selaku istri kedua telah melanggar ketentuan hukum,
karna pemohon merasa tidak menyetujui pernikahan tersebut secara tertulis,
maupun tidak mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama. Bentuk pelanggaran
hukum tersebut diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan
KHI. Namun dalam putusan akhir, hakim justru menolak permohonan pembatalan
perkawinan oleh pemohon, dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah vyaitu: (1)
Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor:
260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan
tentang izin poligami? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara
Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan
berkaitan tentang izin poligami? dan akan penulis singgung juga dari tinjauan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan berjenis
penelitian lapangan (Field Research), yang berlokasi di Pengadilan Agama
Pekanbaru kelas 1 A. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: hasil
wawancara dengan Majelis Hakim serta dokumen resmi yakni putusan Nomor
260/Pdt.G/2023/PA. Pbr tentang pembatalan perkawinan tersebut, sumber
sekunder yaitu: dokumen resmi buku yang berhubungan dengan objek penelitian,
dan sumber tersier yaitu kamus, dan mengunakan teknis Analisis Deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim mempunyai banyak pertimbangan
sehingga menolak pembatalan perkawinan tersebut, karna menurut hakim,
pernikahan yang terjadi sudah sah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-
Undang. Pernikahan tersebut sudah memenuhi lima rukun nikah beserta syaratnya
sesuai dengan pasal 14 KHI, serta secara resmi tercatat di KUA Kuala Kampar
Nomor 165/1977 Tanggal 1 Oktober 1977, sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UU No. 1
Tahun 1974. Hakim menganggap dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan
kuat. Dengan berbagai pertimbangan lainnya, permohonan pemohon dinyatakan
ditolak.

Kata Kunci: Fasakh, Poligami, Hakim.
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g o= \ A Tidak dilambangkan
= <2 - B Be
5 =35 B T Te
5 o3 < Ts ted an es
3 o3 c J Je
g S E z H
= £ = ¢ Kh ka dan ha
5 3o > D De
® 23 2 Dz de dan zet
E T8 B R Er
= o S Es
N3 S Sy es dan ye
= & o= S es dengan garis di
= 5 bawah
I o= D de dengan garis di
-] bawah
xn B T Te dengan garis di
SR bawah
D L z zet dengan garis di
o bawah
@
5 vi
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B= Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal

tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TandaVokal Arab TandaVokal Latin Keterangan
— A Fathah
— I Kasrah
—’ U Dammah

Adapun untuk vokal rangkap ketentuan alih aksaranya adalah sebagai

berikut:
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
ls Al adani
%) au adanu

C:_Vokal panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Vii




X . T
gl : 23 Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

8 8% E a a dengan topi di atas
= & = - i i dengan topi di atas
3 2 g a u dengan topi di atas

D~ Kata Sandang

uaw uep ueyjuwir

Buepun-Buepun 16t

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf (1), baik diikuti huruf syamsiyah
maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijalbukanar-rijal, al-diwanbukan ad-
diwan.

E. Syaddah (Tasydid)

BlE U

m Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
f 2 2 : dengan sebuah tanda( 2) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,
? : ;_ 55: yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi,
:_ : ; hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak
; i i setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata
; ? g 56 d=y)  tidak ditulis ad-darGrah melainkan al-darQrah, demikian
: ; f« seterusnya.

= % F.- - Ta Marbdtah

c:i } Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbdtah terdapat pada
; kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf

(h) (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbdtah

s uenelun neje

tersebut diikuti oleh kata sifat (na,,t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta

viii
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marbdtah tersebut di ikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialih

o
o)

aksarakan menjadi huruf (t) (lihat contoh 3).

No Kata Arab Ahli Aksara
1. T tarigah
2 Yo Slalllalaad) al-jami ah al-islamiyyah
3 2 s lang Wahdat al-wujud

G Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,

u

dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti

(=31

1By yninjes neje

ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain
untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan,
nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dirit ersebut, bukan

o D3 huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Ab( Hamid al —Ghazali bukan Abd

\LIE

~ A
oM

Jaquuns ueXings

Hamid Al-Ghazali, al-Kindi bukan Al-Kindi. Beberapa ketentuan lain dalam

EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ueur

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika

lelode)

menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan

3 Uesli nuad

penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara

NS NN wizl edue) undede yn

1]

BYS

sendiri, di sarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari

ba|

neig

ne
uenelun 1

bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak,, Abd al-

Samad al-PalimbanT; Nuruddin al-Raniri, tidak Ndr al -Din al-Réanir

‘yejesewl niens
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H.- Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi,l), kata benda (ism), maupun huruf

(harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas

kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-

ketentuan di atas.

Kata Arab

AlihAksara

Al il dal

Dzahaba al-ustadzu

4l ' J 1Al Y Al jall al) cud

Tsabata al-ajru al-harakah al-

‘asriyyah
Ay ol agd Asyhadu an la ilahaillaallah
Alallelllaby s Maulana malik al-salih

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka.

Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialih

aksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Ndr KhalisMajid; Mohamad Roem,

bukan Muhammad R0m; Fazlur Rahman,

bukan Fadl al -Rahman.
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A Latar Belakang Masalah
Tuhan menciptakan segala makhluk di muka bumi ini dengan

berpasang-pasangan. Manusia sejatinya diperintahkan oleh Allah SWT untuk

Buepun-Buepun 1Bun

dapat menjadi khalifah di permukaan bumi, namun ada di mana saatnya
manusia akan meninggalkan dunia ini. Maka Allah SWT memerintahkan
kepada kita selaku manusia untuk melakukan perkawinan sebagai bentuk
meneruskan dan menyambung cita-cita kepada generasi kedepannya.®

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga, karna keluarga

menjadi gambaran kecil terhadap kehidupan yang stabil yang menjadi

Y Ynin|e
{1 Y
juesusw eduey (Ul sin} BAIEY yninias n

|’.'J

pemenuhan  keinginan  manusia dengan tidak  mengesampingkan

Ieyun

D L

kebutuhannya. Manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan

p 1ul SIN] BA

U uej

3
JU

dengan berbagai macam arah yang menyatu dengannya, karna dalam fitrahnya

wele
~K11r
oNUC

membentuk keluarga merupakan kebutuhan manusia demi terwujudnya

kerindangan dalam tabiat kehidupan.?

Jaquuns ueXing

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada setiap

1] undede ynjuaq

makhluk Tuhan baik itu pada manusia, tumbuhan maupun hewan, dan

perkawinan merupakan cara yang ditetapkan Allah SW untuk melangsungkan

I Uesl nuad ‘ue

keturunan, melestarikan hidupnya dengan siap melaksanakan tugas dan peran

L Ahmad Khairul Umam, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami
Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks”, (Skripsi:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 1.

1e1e

uenelun ne

213 BYSNS NN uizi edt

ot @

2Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta:
Amzah, 2012), Cet. Ke-2, h. 23.
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demi terwujudnya tujuan perkawinan. Menurut abdul rahman gazaly bahwa
dengan melakukan perkawinan merupakan jalan yang aman terhadap naluri
seks, serta memelihara keturunan dan yang terpenting adalah menjaga
kehormatan perempuan.®

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk Undang-undang Perkawinan
yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, yakni UU No 1 Tahun 1974
tentang perkawinan. UU perkawinan no 1 tahun 1974 juga dimuat dalam
lembaran negara republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, dan penejelasnnya
termuat dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3019.
Dan didalam penjelasan umumnya terdapat hal-hal yang mendasar sekali
terkait tentang masalah perkawinan. Sejatinya didalam UU nomor 1 tahun
1974 pasal 1 diterangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sumai istri dengan tujuan
adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal 1 UU No 1 tahun 1974
menegaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian dalam koridor keluarga
antara pasangan suami istri dengan tujuan utama adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia dengan ikatan lahir maupun batin berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Dalam hal penyelenggaraan perkawinan, di beberapa kalangan atau

komunitas masyarakat ada kiranya kurang begitu memperhatikan kehendak

3 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2014). Cet. Ke-6, h. 11.

4 Gusti Gema, Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pembatalan Perkawinan", dalam Notarius, Volume 12., No. 1., (2019), h. 434.
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sebenarnya dari calon yang akan menikah, dan banyak kasus dijumpai bahwa
si calon pengantin baru tau dengan siapa dia akan menikah ketika perkawinan
itu sendiri baru akan dilangsungkan. Di beberapa kasus juga di jumpai bahwa
kehendak yang melangsungkan perkawinan lebih di prioritaskan dengan
mengenyampingkan kehendak dari calon pengantin yang akan menikah. Hal-
hal semacam inilah yang bisa menjadi pemicu tidak adanya kebahagiaan yang
diraih didalam perkawinan sehingga pada akhirnya dengan terpaksa ikatan
perkawinan tersebut di putuskan. Kemudian disisi lain adakalnya hakim
membatalkan perkawinanya karna tidak terlengkapinya rukun dan syarat di
dalam perkawinan, artinya pihak yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan rukun dan syarat dalam perkawinan, akibatnya adalah perkawinan
tersebut batal demi hukum karna melanggar ketentuan hukum yang ada.®
Sejatinya pasangan suami istri akan selalu menginginkan agar
perkawinanya dilakukan sekali seumur hidupnya, maka dari itu dijelaskan
didalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu seorang
suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya
diperbolehkan memiliki seorang suami. Dalam pasal 3 ayat 1 tesebut terlihat
jelas bahwa pada asasnya perkawinan bersifat monogami, namun didalam UU
No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia memberikan pengecualian yang cukup ketat bagi seorang suami

yang ingin berpoligami dengan menikah lebih dari 1 orang istri.

5 Susanto, "Penyelesaian Perkara Karena Tidak Adanya Izin Poligami" dalam Sol

Justicia, Volume., 2 No., 2., (2019), h. 169-170.
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Didalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa
pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami
jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian didalam
pasal 4 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa jika suami hendak
berpoligami maka ia wajib untuk mengajukan permohonan ke pengadilan
didaerah tempat tinggalnya, kemudian disambung di dalam pasal 5 ayat 1
dalam hal suami hendak berpoligami maka harus memenuhi 3 syarat utama
yakni adanya persetujuan dari istri/istri, suami menjamin keperlkuan istri dan
anak dan ada jaminan suami berlaku adil kepada istri dan anak. Tidak hanya
itu didalam Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 40
berbunyi apabila suami ingin berpoligami atau beristri lebih dari seorang maka
ila diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Pengadilan dan didalam KHI kompilasi hukum Islam juga ditekankan didalam
pasal 56 ayat 1 bahwa suami yang hendak berpoligami harus dapat izin dari
Pengadilan Agama.®

Kemudian didalam pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan
bahwa pada dasarnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu
perkawinan berakibat dengan tidak dianggapnya perkawinan tersebut pernah
ada dan diharamkan bagi mereka yang perkawinanya telah dibatalkan untuk
melakukan hubungan suami dan isteri. Perkawinan yang dibatalkan berakibat

hukum terhadap status perkawinan dan juga harta perkawinan. Dalam

® Puji Puryani, Dhandy Afrila Wisnu, "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan

Poligami Di Pengadilan Agama Wates (Kajian Kasus No: 133/Pdt. G/2020/Pa, Wt)" dalam Dehap,
ISBN: 978-623-90389-7-7., h. 183-184.
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kompilasi hukum Islam pada pasal 71 huruf a, ditegaskan disana bahwa suatu
pekawinan dapat di batalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa
izin Pengadilan Agama.’

Salah satu kasus pembatalan perkawinan ini terjadi di Pengadilan
Agama Pekanbaru dan telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Dalam putusan tersebut pemohon
menuntut istri kedua selaku termohon 1 yang telah menikah dengan suami
pemohon pada tanggal 23 september tahun 1977, dan kepala KUA kecamatan
Kuala Kampar sebagai termohon 2. Pemohon menuntut agar hakim
Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membatalkan perkawinan antara suami
pemohon tadi dengan si termohon 1 selaku istri kedua dari suami pemohon,
karna menurut si pemohon selaku istri pertama, perkawinan yang terjadi
antara suaminya dengan si termohon 1 selaku istri kedua tidak mendapat
persetujuan dari pengadilan agama dan istri pertama yaitu si pemohon, dan
ditambah lagi ketika pernikahan itu terjadi pihak KUA diduga tidak
mengkonfirmasi persetujuan dari pengadilan untuk memberikan izin si suami
untuk melangsungkan perkawinan dengan termohon 1 yakni istri kedua. Maka
dengan kronologi diatas pemohon dan kuasa hukumnya menganggap bahwa
perkawinan yang terjadi antara suami pemohon dengan si termohon 1 itu telah
melanggar ketentuan UU Perkawinan Nol Tahun 1974, kemudian melanggar
PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Namun

pada akhir putusannya tersebut justru menolak pembatalan perkawinan terkait

"Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan

Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan™ dalam Batulis Civil Law Review, Volume 1., No.
1.,42020), h. 56.
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izin poligami yang diajukan oleh pemohon dan kuasa hukumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait tentang
penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami di
Pengadilan Agama Pekanbaru, apakah memang sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam atau justru sebaliknya,
yang penulis tuangkan dalam bentuk proposal yang berjudul “Analisis
Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Penolakan Pembatalan
Perkawinan Berkaitan Tentang lzin Poligami (Studi Putusan Nomor

260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)”.

. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan akurat, maka penulis hanya
membatasi pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada masalah penolakan pembatalan perkawinan terkait tentang izin
poligami, dengan mengkaji langkah-langkah atau mekanisme hakim dalam
memutuskan perkara tersebut.

2. Adapun data yang akan diteliti yaitu mengenai penolakan pembatalan
perkawinan berkaitan tentang izin poligami terkhusus pada Putusan
Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, yang keluar atau diputuskan pada hari

senin tanggal 8 Mei 2023, di Pengadilan Agama Pekanbaru.
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C.'Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas

pulli@ eydig yeH

dan supaya penelitian ini lebih terarah dan spesifik, maka penulis merumuskan

winbuaw Buele|ig

masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor:

uaw uep ueyjuwir

Buepun-Buepun 16t

260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan
berkaitan tentang izin poligami?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor:
260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan

berkaitan tentang izin poligami?

BlE U

:_ ~ D. Tujuan Penelitian

i 2 ; ; Dengan merujuk kepada rumusan masalah di atas maka adapun yang
; f— :Ej menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

; ; 3 a. Untuk mengetahui serta mengidentifikasi alasan yang menjadi
d ; % pertimbangan hakim menolak pembatalan perkawinan terkait izin
; ; poligami pada perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, di pengadilan
: ; i agama pekanbaru.

f ; % b. Menjelaskan perspektif atau pandangan hukum Islam tentang penolakan
i f pembatalan perkawinan terkait tentang izin poligami pada perkara
; % Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr,di Pengadilan Agama Pekanbaru.

»w 3

s uenelun neje

‘yejeseuwl njer
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E.-‘Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang bisa diambil dan ditimbulkan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk
sumbangsih pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal
maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang
tentunya berhubungan seputar penolakan pembatalan perkawinan terkait

izin poligami.

2. Secara Praktik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah
ilmu pengetahuan khusunya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi orang
lain dibidang hukum keluraga Islam terkait tentang penolakan pembatalan

perkawinan terkait tentang izin poligami.
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TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI dan PEMBATALAN

PERKAWINAN

A. Poligami

1. Poligami Menurut Hukum Islam

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3diD YeH

day ueyibniaw yepi

a. Pengertian Poligami
Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari poly
atau polus yang artinya adalah banyak, dan kata gamein atau gamos

yang artinya adalah kawin atau perkawinan, Maka poligami adalah

uej Iul sini efl 2¥ ynin|as neje ueic

suatu perkawinan yang banyak, atau dapat juga diartikan sebagali

praktek memiliki istri dalam waktu yang bersamaan.®

‘nery Bysng NiN

Poligami merupakan antonim dari Monogami, yang berasal dari
bahasa Yunani, yaitu dari kata Monos yang artinya adalah satu atau

sendiri dan gamos yang artinya perkawinan, jadi monogami adalah

we|ep Iul sijn} BAIEY yninjes ne

satu perkawinan, atau bisa diartikan sebagai praktek memiliki satu

orang istri dalam pernikahan.®

Dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami diartikan sebagali

Jaquuns ueings AUs

5
o
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perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih, namun

i
C

ad

8 Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil" dalam Jurnal Tana
Mana, Volume 3., No. 1., (2022), h. 13.

nery e)sng NjN wizi eduey undede ynjuaq

® Mustika Anggraeni, etal., "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan
Poligami" dalam Media Of Law And Sharia, Volume 4., No. 1., (2022), h. 52.

‘yejesewl niens uenelun neje 3ijy uesinu
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cenderung diartikan dengan perkawinan seorang suami dengan dua
orang istri atau lebih.°

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Poligami

diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak

memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang

bersamaan.!!

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3diD YeH

day ueyibniaw yepi

Di Indonesia sendiri poligami di padukan dengan dengan kata
“madu”, yang maksudnya ialah adanya pengumpulan atau pemaduan

dua orang wanita atau lebih dalam satu keluarga.*2

uej Iul sini efl 2¥ ynin|as neje ueic

Menurut istilah, Prof. Musdah Mulia, mengemukakan bahwa

poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana suami mengawini

lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dan laki-laki yang

‘nery Bysng NiN

melakukan praktek seperti ini dikatakan bersifat poligami. Kemudian
poligami dalam kajian fikih munakahat diartikan sebagai seorang laki-

laki yang menikahi lebih dari satu istri, tetapi hanya dibatasi paling

we|ep Iul sijn} BAIEY yninjes ne

banyak empat orang istri saja, jika hal ini dilanggar dan diingkari maka

Jaquuns ueings AUs

5
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10 Budiono, Kamus limiah Populer Internasional, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 507.

11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003).

nery e)sng NjN wizi eduey undede ynjuaq

2 Rugaya Alkatiri and Abu Sanmas, "Pembatalan 1zin Poligami Di Pengadilan Tinggi
Agama Maluku Utara" dalamindonesian Journal of Shariah and Justice, Volume 1., No. 1.,
(2021), h. 59.

‘yejesewl niens uenelun neje 3ijy uesinu
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telah melanggar kebaikan lewat syari’at Allah S.W.T. dalam hal
kemaslahatan hidup pasangan suami dan istri.*®

Poligami dalam istilah ilmu hukum di sebut dengan double

huwelijk yang bermakna ikatan perkawinan yang salah satu pihaknya

melakukan perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu

Buepun-Buey

bersamaan. Poligami dalam istilah fikih dikenal dengan rojulun
yatazaywaju aksyar min imraatin ila arba’ah niswah yang artinya
seorang laki-laki melakukan perkawinan lebih dari seorang
perempuan.*

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian poligami diatas yang
penulis kutip dari berbagai sumber dapat penulis simpulkan, bahwa

poligami adalah suatu praktek beristri lebih dari seorang dalam suatu

)
-
A

t
jub
A

ikatan perkawinan dalam waktu yang bersamaan yang di lakukan oleh

seorang suami, dan dalam Islam dibatasi empat orang istri saja.

b. Dasar Hukum Poligami Dalam Islam

Para ahli fikih (Fugaha) telah menyepakati bahwa dasar dari

diperbolehkannya melakukan poligami yaitu berdasarkan nash yang

terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Allah S.W.T.

1El

~ &
=10

Berfirman:

)|
|

NI

13 Pramudya Wisesha, “ Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap
Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih”, (Tesis:Institut Agama Islam
Negeri Metro, 2019), h. 29.

nery eysng NN wizi edue) undede ymuaq
uesInuac
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14 Syud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara
Muslim", dalam Maddika: Journal of Islamic Family Law, Volume 2., No. 1., (2021), h. 9.
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Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku
adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana
kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih

dekat agar kamu tidak berbuat zalim " *°

Diriwayatkan dari ‘Aisyah R.A. bahwa sebab ayat diatas turun
adalah berkenaan dengan anak perempuan yang yatim kemudian
dipelihara oleh seorang laki-laki. Anak yatim itu mempunyai harta,
dan laki-laki tersebutpun menikahi anak perempuan yatim itu dengan
mengharapkan harta benda anak yatim itu. Kemudian laki-laki itu
memukuli dan tidak mempergauli anak yatim itu dengan baik dan
tidak memberikan apapun kepadanya, lalu turunlah ayat surah An-
Nisa ayat 3 tersebut.®

Di dalam kitab al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah dalam
pembahasan bagian pembagian nafkah dan bermalam dengan para
istri, bahwa imam madzhab yang empat yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi’i

dan Hambali sepakat akan kebolehannya poligami. Ulama berbeda

15 Q.S. An-Nisa (4): 3.

16 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, (Jakarta:
Amzah, 2011), Cet. Ke-1, h. 192.
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pendapat dalam menafsirkan Surah An-Nisa Ayat 3, seperti Al-
Baidhawi dan As-Samargandi, mereka mengatakan bahwa turunnya
surah An-Nisa ayat 3 tersebut dimaksudkan sebagai peringatan
terhadap kemungkinan akan dosa akibat tidak diperolah rasa keadilan
oleh anak yatim dan ibunya yang dijadikan istri didalam perkawinan
dengan poligami.t’

Menurut Qasim Amin, Surah An-Nisa Ayat 3 tersebut
mengandung kebolehan poligami sekaligus merupakan ancaman yang
tegas kepada pelaku poligami, maksudnya adalah pelaku poligami
awalnya sudah tau bahwa dirinya sesuai yang dikatakan dalam ayat
yakni sebenarnya sulit untuk berlaku adil. Dan kebolehan poligami
hanya ditujukan kepada orang-orang yang yakin bahwa dirinya tidak
akan terjerumus pada prilaku yang tidak adil. Dan yang mengetahui

itu hanya dirinya dan Allah S.W.T.*8

c. Poligami Menurut Para Fugaha

Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan landasan utama ajaran
Islam tentang poligami. Secara eksplisit Allah memberikan gambaran
bahwa sesorang bisa beristri lebih dari seorang perempuan, seperti
yang termaktub dalam al-Quran surah an-nisa ayat 3. Ketika

menafsirkan ayat ini para pemikir islam klasik bersepakat, bahwa

17 Suud Sarim Karumullah, " Poligami Perspektif fikih Dan Hukum Keluarga Negara
Muslim" dalam Maddika: Journal Of Islamic Family Law, Volume 2., No. 1., (2021), h. 9-10 .

18 Rofika Duri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Dalam Masyarakat
(Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)" dalam El-Usrah:
Jurnal Hukum Keluarga, Volume 5., No. 1., (2022), h. 104.
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praktek poligami di perbolehkan dalam Islam. Kesepakatan para

o

ulama ini berkisar kepada keputusan tentang hukum bolehnya
berpoligami. Sementara mengenai jumlah istri yang diperbolehkan
untuk dikawini, terdapat perbedaan dikalangan mereka. Perbedaan
mengenai kebolehan tentang jumlah istri yang dikawini tersebut
disebabkan perbedaan mereka ketika menafsirkan huruf ‘ataf” wau
dalam ayat tersebut.

Menurut jumhur ulama bahwa ayat tersebut turun setelah

perang uhud selesai, ketika para pejuang muslim gugur menjadi para

u

syuhada. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak-anak menjadi

(=31

1By yninjes neje

yatim karna ditinggal ayahnya dan para istri menjadi janda. Peristiwa
tersebut membuat kehidupan mereka menjadi terabaikan, teutama

dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang

- - -
sin} eA

=D menjadi dasar di syariatkannya poligami dalam Islam.*®

Iu

Mengenai Asbabunnuzul ayat diatas, Urwah bin Zubair bertanya

=

£117
3AUSU

kepada Aisyah ra. Tentang ayat tersebut, kemudian Aisyah menjawab

nsnAuad *

1eu

bahwa maksud dari ayat tersebut adalah setiap perempuan yatim yang

Jaquuns ueXing

lelode|

berada dalam pengasuhan laki-laki yang menjadi walinya, dimana
harta benda keduanya menjadi tercampur. Laki-laki yang

mengasuhnya tertarik dengan kecantikan dan harta benda perempuan

3 Uesli nuad

yang diasuhnya tersebut. Kemudian laki-laki tersebut ingin menikahi

ML
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perempuan itu dengan tidak memberikan mahar yang layak dan

19 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad
Abduh, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.
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pantas. Maka turunlah ayat tersebut yang melarang para wali menikahi

o

perempuan yatim yang diasuhnya kecuali dengan mahar yang pantas,
dan para wali itu diperbolehkan untuk menikahi perempuan-
perempuan lain yang baik dan disenangi.?

Ibnu Jarir ath-Thabari (W 932 M) ketika membahas surah an-
Nisa ayat 3 tersebut, ia mengatakan bahwa makna yang mendekati
kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna yang
terkandung dalam ayat itu adalah kekhawatiran ketika tidak

mampunya seorang wali untuk berbuat adil terhadap harta anak yatim

u

terutama perempuan, kekhawatiran ini berlaku tentang menyikapi

(=31
=]t

1B yninjas ne

wanita, maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan
yang dirinya yakin untuk berbuat adil, satu sampai empat orang

saja.namun sebaliknya jika khawatir tidak mampu berbuat adil ketika

- - -
sin} eA

=D berpoligami maka cukup dengan satu orang istri saja.?

Iu

Sementara itu, Zamarkhsyari (W. 538 M) sebagaimana yang

=
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dikutip Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, bahwa poligami menurut

nsnAuad *

1eu

syariat Islam adalah merupakan suatu rukhshah. Sama halnya dengan

Jaquuns ueXing

lelode|

rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan tidak puasa.
Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki

dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang

3 Uesli nuad

istri. Kecenderungan yang pada diri seorang laki-laki itulah
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20 Sayyid sabig, Figh Sunnah 3, alih bahasa oleh Abdurrahman dan Masrukhi, (Jakarta:
Cakrawala Publishing, 2011), h. 345.

21 Ibnu Jarir ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, (Kairo: Darul Ma’arif, 1978), Jilid 7, h. 155.
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seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami,

Buele|ig

niscaya akan membawa kepada perzinahan. Oleh karena itu, poligami

diperbolehkan.?

nnbuaw

Al-Qurthubi sepakat dengan Zamarkhsyari dalam hal menikahi

budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun, Al-Qurthubi bebeda

Buepun-6uepun 1IBunpuljg e1din yeH

pendapat dalam hal jumlah maksimal wanita yang dijadikan istri

NjesS Neje ueipedss C

dalam poligami. A-Qurthubi mendasarinya terhadap apa yang

3 UnJ

AlEY

dtegaskan oleh Nabi SAW. Dalam kisah seorang sahabat yang
bernama Ghailan, sebelum masuk Islam, dia mempunyai sepuluh
orang istri, kemudian setelah Ghailan masuk Islam, Rasulullah SAW.

- Menyuruhnya untuk menetapkan istrinya sampai empat orang saja

¥ Yyninjas neje

sebagai batas maksimalnya.?® Kisah tersebut berdasarkan hadis yang
diriwayatakan oleh At-Tirmidzi sebagai berikut:

o e . o . & 9 oo .0 Ase. (7EE L Fo LR L
chuucqjjc‘ﬁ\w%gcamuh’SMMh

,
2|EP Ul SIjN) eAlE
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,D 22 Isti’anah dan Nihayatul Husna, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an" dalam El-
o Mujam: Jurnal Kajian Al Qur’an Dan Hadis, Volume 2., No. 1., (2016), h. 53.

2 Anisa Fauziah Afrina, "Penolakan lzin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil
Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 22.
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Artinya:  Dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Gailan bin Salamah As-
Saqafi masuk Islam dan masih memiliki sepuluh istri dari
pernikahan masa jahiliah, mereka juga masuk Islam
bersamanya. Lantas Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa
sallam memerintahkannya untuk memilih empat orang
saja."(HR. Titmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).?*

o

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum poligami ini,
Menurut imam yang empat , yakni Imam Hanafi (W. 767 M), Imam
Maliki (W. 795 M), Imam Syafi’1 (W. 820 M) dan Imam Hambali (W.
855 M), mereka bersepakat bahwa poligami itu adalah mubah (boleh).

Empat Imam tersebut berpendapat bahwa seorang suami

diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang tapi hanya dibatasi

u

(=31

1By yninjes neje

hanya maksimal empat orang saja. Kemudian kebolehan tersebut
berbarengan dengan persyaratan yang ketat seperti harus dapat berlaku

adil terhadap para istri baik dalam hal nafkahnya maupun gilirannya.?

- - -
sin} eA

Kemudian para imam berpendapat jika tidak dapat berlaku adil

Iu

3 kepada para istri tersebut hendaknya memiliki seorang istri iu jauh

=

£117
IAUD

lebih baik. Para Imam juga berpendapat bahwa memiliki istri yang

nsnAuad *

jumlahnya lebih dari empat maka hukumya adalah haram, perkawinan

1eu

kelima dan selanjutnya dianggap batal dan tidak sah, terkecuali suami

Jaquuns ueXing

lelode|

telah menceraikan salah satu istri dari yang empat itu dan telaah habis

masa iddahnya. Dalam hal membatasi jumlah istri sampai maksimal

3 Uesli nuad

empat orang saja, Imam Syafi’i berpendapat bahwa hal itu telah di

ML
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24 Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyyah), h.1047.

%5 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi,
Maliki, dan Hambali, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1999), h. 89.
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tunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sama dengan

pendapat dari Imam Al-Qhurthubi dari hadis Ghailan tersebut.?

ulig eydid yeH

Kemudian kalau kita tinjau dari pendapat Sayyid Qutub, beliau

ywnuwnbt

mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah,

gss
Buepun IE

artinya hanya bisa dilakukan ketika dalam keadan darurat, yang benar-

LU Uep ue

Buepun-

benar mendesak sekali. Dan kebolehan ini diperkuat dengan
persyaratan harus mampunya seorang suami untuk dapat berlaku adil.
Keadilan yang ditekankan disini ialah, dalam hal nafkah, muamalah,
pergaulan, serta pembagian malam terhadap istri-istrinya. Dan
barangsiapa bagi suami yang tidak mampu akan hal tersebut maka di

haruskan untuk seorang istri saja.?’

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa poligami

itu hukumnya adalah mubah, karna dalam hukum Islam sendiri tidak

Si|N} BAlEY yninjas NEJe UelDeqas EAUEQJ2dL

mengharamkan poligami dan tidak pula memberikan kelonggaran atau

2|ep Ul

dispensasi, tentunya dengan mempertimbangkankan karakter dan

LLIE

watak laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk dalam perkawinan

ymuaq

yang cenderung melakukan poligami. Dan harus di garis bawabhi

undede

(&)
s

bahwa, ketika melakukan poligami terlebih dahulu harus

mempertimbangkan mudharatnya.?®

% Muhammad Idris As-Syafi’i, Al-Umm, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd.
Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, h. 130.
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27 Sayyid Qutub, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an, alih bahasa
oleh.As’ad Yasin dkk, Juz IV, (Jakarta: Gema Insan Press 2002), h. 274-282.

2 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Semarang: Toha Putra
Grou, 1996), h. 120.
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Oleh sebab itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan

o
o)

darurat, misalnya istri terbukti tidak bisa mengandung anak (mandul),
dan sebab sebab yang lainnya sehingga membuka ruang untuk
berpoligami. Maka dari uraiain yang telah penulis paparkan diatas,
dapat ditarik kesimpulan mengenai pandangan hukum Islam tentang
poligami, hal ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama,
membolehkan poligami secara mutlak (hal ini didukung pendapat
ulama mayoritas klasik). Kedua, melarang poligami secara mutlak.

Dan yang Ketiga, mereka yang memperbolehlan poligami dengan

u

syarat-syarat dan kondisi tertentu.

21
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d. Syarat Poligami
Menurut Asghar Ali Engineer, poligami diperbolehkan namun
harus bisa memenuhi syarat keadilan, terutama kepada perempuan dan

; 5 anak yatim. Menurutnya konteks Surah An-Nisa Ayat 3 tidak terlepat

UL

dari ayat 1 sampai 3. Bahwa menurutnya penekanan terhadap ketiga

~ A
oM

Jaquuns ueXings

ayat ini bukan memiliki istri lebih dari seorang tapi lebih kepada

ueur

berbuat adil kepada anak yatim. Dan konteks dalam ayat tersebut

dengan menikahi janda dan anak yatim sebagi wujud pertolongan

lelode)

bukan kepuasan seks semata.?®

Muhammad Syahur mengungkapkan jika akan berpoligami,

3 Uesli nuad

NS NN wizl edue) undede yn

1]

maka harus terpenuhi dua syarat: pertama, istri kedua, ketiga dan

BYS
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keempat adalah janda yang punya anak yatim. Dan kedua, harus ada

ne

29 1bid., h. 281.
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rasa khawatir tidak dapat berbuat adil. Maka jika dua syarat tersebut
tidak terpenuhi maka kebolehan poligami menjadi gugur.*
Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Dalam Undang-Undang Perkawinan di indonesia perkawinan
sendiri terkandung asas Monogami, namun hal itu tidak bersifat mutlak,
dan perkawinan dalam hal poligami hanya dapat dilakukan jika telah
memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diputuskan oleh hakim
pengadilan Agama. Adapun dasar hukum poligami yang terdapat dalam
peraturan di Indonesia adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, dan aturan pelaksananya PP No. 9 Tahun 1975,
serta Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: diatur dalam
pasal 3, 4, dan 5;
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): ketentuan poligami diatur dalam pasal
55, 56, 57, dan 58;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975: diatur dalam pasal 40,
41, 42, dan 43.
Dari beberpa dasar dan aturan tentang poligami diatas bahwa Azas
perkawinan di Indonesia adalah azas monogami yang tidak mutlak dan

bersifat monogami terbuka.

h. 428.

30 Muhammad Syahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsag, 2004),
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a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian jika kita tinjau dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 di sebutkan tentang ketentuan poligami, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 2:

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.®?

Pasal 4:

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai
mana tersebut dalam pasal 3 (2), undang-undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.

Kemudian di ayat keduanya ada diatur sebab suami boleh
berpoligami, yaitu;

Pasal 4:

2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberi izin
kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:

a. lstritidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

SLAmri Wahyudi, " Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-
Undang Perkawinan Dan Hukum Islam" dalam Jurnal Mugaranah, Volume 5., No. 2., (2021), h.
175-76.

%2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 3 Ayat (2).



22

C

- \_W
-]

c. lstritidak dapat melahirkan ketrunan.33

Pasal 5:

1aw Buele|ic

1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana

INnwnBt

yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini, harus di penuhi syarat-

Buepun 1Bunpuijg e3din yeH

syarat berikut:

Buepun-

a. Adanya persetujuan dari istri/istri;

b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka.3*

NS NIN

e T e e
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g 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak

‘nery
¥ Uesl

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

s s e
si|n] eAIBY Yynun|

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

2|ep Ul

kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- sebab lainnya yang perlu

LLIE

mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

ymuaq
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Pada pasal 4 Undang-undang perkawinan di atas, bahwasanya

undede

poligami bukanlah suatu kewajiban bagi laki-laki dan tidak diwajibkan

elode|

pula kepada wanita untuk menerima poligami tersebut. Islam sejatinya

memberikan hak kepada perempuan dan keluarganya untuk menerima

I

B)SNg NN wzi edug;
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33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

Bl
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34 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 5 Ayat (1).
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poligami jika hal tersebut dipandang dan dirasa ada manfaat dan

o
(®)

maslahatnya. Namun sebaliknya jika hal tersebut malah justru membawa
kesengsaraan maka wanita dan keluarganya berhak pula untuk
menolaknya. Jadi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang perkawinan di atas,
bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk
berpoligami, apabila hal tersebut di kehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.®

Kemudian pasal 5 menerangkan terkait syarat komulatif, artinya

semua syarat dari a sampai c, harus terpenuhi semua. Pasal 5 ayat (2)

u

disebutkan Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini

(=31
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tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

O kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- sebab lainnya yang perlu

3AUSU

mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Apabila alasan dan syarat

~ A
ah

hukum telah terpenuhi, maka prosedur berpoligami tersebut harus

ueur

dilakukan melalui pengadilan yakni dengan dikeluarkannya izin

Jaquuns ueXing

berpoligami oleh pengadilan yang berwenang. Persyaratan dalam Pasal 5

lelode)

(lima) ini merupakan syarat kumulatif dimana seluruhnya harus dapat

dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

3 Uesli nuad
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Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga)

1]
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ba|

alasan yang di jadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak

ne

3 Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan" dalam Qistie, Volume
6.,-No. 1., (2012), h. 53.
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mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah
agama tetapi hanya di bolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus
di penuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah
poligami di perketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih
dahulu jika akan melakukan poligami. Masalahnya, hal ini jarang bahkan
tidak bisa dilakukan karena khawatir istri tidak memberikan izin sehingga
banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan

poligaminya.3®

. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

PP No. 9 Tahun 1975, merupakan aturan tentang pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 ini di
atur lebih rinci terkait pelaksanaan teknis dari poligami atas UU No. 1
Tahun 1974. Aturan tersebut di atur dalam Bab VIII tentang beristri lebih
dari seorang, dari pasal 40 sampai pasal 44.

Pasal 40:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pengadilan.®’

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

Tentang

36 Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" dalam Krtha Bhayangkara, Volume

135 No. 2., (2019), h. 235.

Undang
Pasal 40.

%"Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050,
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a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin
lagi, ialah :

1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3diD YeH

day ueyibniaw yepi

3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun
tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,

persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

uej Iul sini efl 2¥ ynin|as neje ueic

c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan

hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani

‘nery Bysng NiN

oleh bendahara tempat bekerja; atau
2) surat keterangan pajak penghasilan; atau

3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

we|ep Iul sijn} BAIEY yninjes ne

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap

isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari

Jaquuns ueings AUs

suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.®
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% Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050,
Pasal 41.
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Pasal 42:
1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan
41, isteri

Pengadilan harus memanggil dan mendengar

yang
bersangkutan.

2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan
beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi
pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan
putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.*°
Pasal 44:

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan
perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum

adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.%

Undang
Pasal 43.

Undang
Pasal 43.

Undang
Pasal 44.

3% Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050,

40 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050,

41 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050,



27

..\) — ::E

22225 c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

f @ 9 Kompilasi Hukum Islam merupakan rujukan hukum agama di
—g E Indonesia. KHI dapat dikatakan sebagai penyeimbang putusan peradilan

agama yang berhubungan dengan Peradilan Agama. Dalam KHI sendiri,

aturan mengenai poligami di bedakan menjadi dua, yaitu: pengaturan

A~
303

Sl UBp ueywr

Buepun-Buepun |

menegenai syarat-syarat poligami dan mengenai proses poligami.

Juaday ueyibniau

Aturan mengenai poligami di dalam KHI terdapat dalam Buku I
Tentang Perkawinan pada Bab IX tentang Beristri Lebih Satu Orang.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan tentang poligami atau
beristri lebih satu orang, di atur dalam pasal 55-59, sebagai berikut:*?

Pasal 55:
1) Beristri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya
sampai empat istri;

2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku

21ep Ul S1n} eAIRY Yyninjas neje uel

adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

LLIE

3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin

ymuaq

terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56:

ac - -

1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan

izin dari Pengadilan Agama.
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42 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, (Bandung: CV.
Nunsa Aulia, 2020), Cet. Ke-8, h. 16-18.
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2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan
menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun
1975.

3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di
sembuhkan.

c. lstritidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 :

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
yaitu:

a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat

diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada
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persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan
isteri pada sidang Pengadilan Agama.

3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya
sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu
mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan
permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh
satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama
dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan
mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama,
dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding

atau kasasi.

B.= Pembatalan Perkawinan

undede

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam
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a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Di dalam Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan juga
tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak
pernah ada, sedangkan perkawinan yang sah hanya bisa putus

disebabkan karna Talak, KhAulu’, Kematian, Pelanggran Taklik Talak
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dan juga Fasakh. Dalam Lisanul ‘Arab, Ibnu Munzir, mengatakan

o
o)

bahwa pembatalan perkawinan dengan sebutan Fasakh berati batal (3a)

atau bubar ((5_%). Pembatalan perkawinan adalah batalnya hubungan

suami istri setelah dilangsungkannya Agad nikah. Di dalam fikih pada
dasarnya dikenal dengan dua istilah beda namun hukumnya sama, yaitu
nikah Fasid dan nikah Batil. Menurut al Jaziry nikah fasid adalah nikah
yang tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syaratnya

sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak terpenuhinya rukun

nikahnya. Dalam terminology UU Perkawinan, Baik nikah Fasid

u

21
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maupun nikah Batil dapat digunakan untuk pembatalan perkawinan dan
bukan pencegahan.*?

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Figih Islam Wa
Adillatuhu Fasakh adalah pembatalan akad dari semenjak asalnya atau

= - = pencegahan bagi kelanjutannya, dan tidak di hitung dari jumlah talak.

3AUSU

~ A
ah

Biasanya terjadi pada akad fasid atau akad yang tidak bersifat lazim.

Kemudian dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip dari

ueur

pendapat imam Maliki tentang perbedaan mendasar antara talak dan

Jaquuns ueXing

lelode)

fasakh, yaitu: Pertama, perpisahan adalah talak bukannya fasakh dalam

pernikahan yang diperselisinkan anatar berbagai imam mazhab figih,

3 Uesli nuad

contohnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang
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ihram haji atau umrah dan hukum bagi seorang wanita yang
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43 Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut
Hukum Islam" dalam Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan,
Valume 2., No. 2., (2020), h. 89-90.
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menikahkan dirinya sendiri. Kedua, karna kategori hal itu yang
mewajibkan terjadinya pemisahan berdasarkan syari’at bukan atas
keinginan pasangan suami istri. Contohnya adalah pernikahan dengan
perempuan yang haram di nikahi atau pernikahan yang dilakukan pada
masa iddah dan lainnya.*

Dalam buku figih munkahat karya Prof. Abdul Rahman
Ghazaly, dijelaskan bahwa secara umum batalnya suatu perkawinan
(fasakh) adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karna tidak
terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun atau sebab lain yang dilarang
atau diharamkan oleh agama. Sebagai contoh dari fasakh ini adalah
perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau
calon mempelai perempuan atau perkawinan yang sakisnya adalah
orang gila, perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-
anak dan lainnya.*

Menurut Ridwan Syahroni, pembatalan perkawinan adalah
perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami atau
istri yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.
Kemudian menurut A. Rahman dan Ahmad Sukarja pembatalan
perkawinan adalah suatu perkawinan yang telah terjadi dapat dibatalkan

dimana pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan

4 \Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 443.

45 Abdul Rahman Ghazaly, op. cit., h. 105.
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perkawinan, dan hanya bisa diputuskan oleh pihak pengadilan saja.®

Menurut Kamus Hukum, pembatalan perkawinan adalah

ulig eydid yeH

tindakan pembatalan perkawinan yang tidak punya akibat hukum yang

dikehendaki, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah

2y LuNwnBL

gss
Buepun IE

ditentukan hukum atau Undang-Undang.*’
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Buepun-

Dari pengertian pembatalan perkawinan yang telah penulis
paparkan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pembatalan
perkawinan vyaitu perkawinan yang sudah terjadi dengan tidak
memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan hanya boleh
dilakukan oleh pengadilan.

b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh)

Pada dasarnya hukum fasakh adalah mubah, tidak disuruh dan

tidak pula dilaranag, namun hukumnya disesuaikan dengan keadaan dan

Si|N} BAlEY yninjas NEJe UelDeqas EAUEQJ2dL

bentuk tertentu. ¢ Fasakh yang terjadi karena tidak terpenuhinya

2|ep Ul

ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan maka fasakh itu mesti

LLIE

dilakukan. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum fasakh

ymuaq

nikah, sebagai berikut:

undede
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s

46 Suwardi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Peradilan Agama"
dalam Ensiklopedia Social Review, Volume 3., No. 1., (2021), h. 80.
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47 Faisol Rizal, Fajri Fajrul Falah, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0408/ Pdt. G/2016/PA.Jbg)" dalam Minhaj:
Jurnal llmu Syari’ah, Volume 3., No. 1., (2022), h. 93.

Bl
1"!f._l

48 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), h. 244.
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Artinya:  “Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru
dari angar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah
seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid
bin Ka'ab dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah
Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar.
Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang
meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan,
kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling
(pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain
engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak

3 mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada

& perempuan itu." (HR. Ahmad, Nomor 16.128).4°
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Artinya: “Dari Umar Ra. berkata: laki-laki mana saja yang menikahi
perempuan yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu iya
menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan
mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang
wajib menanggung hutang atas suaminya” (HR. Malik,
Nomor 969, Kitab Nikah Bab Mahar dan Maskawin).>°
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49 Ahmad bin Hambal, Musnad al-imami al-Hafidz Abi ‘Abdullah Ahmad bin Hambal,
(Riyad: Baitul al-Fikr al-Dauliyat, 1998), him. 1135.

%0 Malik bin Anas, Muwatta’, (Beirut: Dar Thya ‘it Turats Al-Arabi, 1985), h.526.
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Masih banyak lagi dalil-dalil yang berhubungan dengan fasakh

nikah ini, namun secara khusus akan penulis paparkan lebih lanjut pada
bagian subbab selanjutnya.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fasakh

1) Fasakh Karna Syigaq

Menurut bahasa Syiqaq berarti perselisinan atau retak.
Sedangkan secara istilah syigaq adalah perselisihan suami istri yang
diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak
suami dan seorang hakam dari pihak istri.*!

Salah satu yang menyebabkan fasakh ini adalah perselisihan
atau pertengkaran anatar suami istri yang tidak dapat mungkin lagi
untuk didamaikan. Jumhur ulama sepakat (Mazhab Hanafi, Maliki,
Syafi’i dan Hambali), untuk membolehkan dilakukannya pemisahan
hubungan suami istri akibat perselisinan dan pertengkaran atau akibat
kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan tersebut. Hal ini
berdasarkan riwayat Ibnu Majah, Sebagai berikut:

V5 55 ¥ Ay adle i e di 5l 06 06 e o) e

V=
Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak ada

kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan."

51 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 188.
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(HR. Ibnu Méjah, Sahih, Nomor 2340, Kitab Hukum-
hukum).®2
Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini
kepada hakim. Jika dapat dibuktikan kemudaratan atau kebenaran
aduannya, maka hakim menalak si istri dari suami. Jika si istri tidak
mampu membuktikan kemudaratannya, maka aduan istri ditolak. Jika
istri melakukan aduan yang berulang-ulang maka hakim mengutus
dua orang hakam dari masing-masing pihak istri dan suami. Yang
tujuannya adalah untuk melakukan perdamaian, hal ini berdasarkan

firman Allah SWT. Dalam Quran Surah an-Nisa (4): 35:
O bl a8 5 calh] (e &S ) findll Lagh (3l s )5
1ed Gale G () g 40 (3853 WSlia) 13y 5}

Artinya: “Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua
hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.
Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha
mengenal ”.(QS. An-Nisa ayat 35)°3

Para fugaha telah bersepakat bahwa kedua orang hakam ini

jika saling berselisih maka ucapan keduanya tidak bisa diberlakukan,

52 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Riyad: Baitul
Fikr.al-Dauliyat, 1998), h. 252.

53 QS. An-Nisa (4): 35.
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Mereka juga bersepakat bahwa ucapan keduanya untuk menyatukan

suami istri terlaksana dengan tanpa ada perwakilan dari suami istri.>*

1aw Buele|ic

2) Fasakh Karena Cacat

INnwnBt

Yang dimaksud cacat disini adalah yang terdapat pada suami

Buepun 1Bunpuijg e3din yeH

atau istri, baik cacat jasmani ataupun rohani. Menurut kamus besar

Buepun-

bahasa Indonesia cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai
dan mutunya jadi kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat
pada badan, benda, batin, atau akhlak.*

Adapun contoh penyakit yang membolehkan pengajuan

fasakh adalah sebagai berikut:

NS NIN

e T e e
2S NE]E UBIDE(aS e/

o d a) Karena ada balak (penyakit belang kulit)

= DE 2a2a A BAS A 8 JLall) e U Ciata 08 55 (3 Jaed
E & A ia B 505 G Band el o a5l 85 03 a8 AT R
3 £% e 0B & Gl e Slall Wal al& Hiall il e
5 3 (2eal ol 5 ) Vil WG Las 2L 15 il alile
: ﬁ Artinya: “Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru
= O dari angar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah
= ; seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau
% D Zaid bin Ka'ab dia menceritakan kepadaku bahwa
TN ] Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan
@ X Bani Ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan

54 Wahbah Az-Zuhaili, op. cit., h. 457.

% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003), h. 249.
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perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia
duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak)
dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan
itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah
badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali
barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.”
(HR. Ahmad, Nomor 16.128).5

b) Karena gila dan kusta

Mengenai hal itu 'Umar berkata:

- E Tew

L 81530 2555 Ja5 W : OB 4 @ oy a2 (e

0'#“

A 5 S Lgiinia Ll Leluad s o o34 5 554

Artinya: “Dari Umar Ra. berkata: laki-laki mana saja yang
menikahi perempuan yang terkena gila, atau lepra,
atau kusta, lalu dia menyetubuhinya, maka wanita
itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan
hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung
hutang atas suaminya”. (HR. Malik, Kitab Nikah
Bab Mahar dan maskawin, Nomor 969, dan
riwayat Said Ibnu Mansur serta Ibnu Syaibah
dengan perawi yang dapat dipercaya. Pengarang
kitab Subulussalam menyatakan bahwa hadis ini
daif).>’

c) Karena ada penyakit menular

ﬂ‘l/ ;w 70 . .3

B oy - Al G ek G ) 5 ae (e s

3 ealiatn baash Ly JAM 5150 7 55 JA 5 Wil 6 -

56 Ahmad bin Hambal, loc. cit., him. 1135.

5 Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani al-San-ani, Subulu al-Salam, (Riyad: Dar Ibnu al-
Jauzi, 1997), Jilid 6, h. 94.
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Artinya: Dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Al-
Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Laki-laki
manapun yang menikah dengan perempuan setelah
menggaulinya ia mendapatkan perempuan itu
berkudis, gila, atau berpenyakit kusta, maka ia
harus membayar maskawin  karena telah
menggaulinya dan ia berhak mendapatkan gantinya
dari orang yang menipunya." (HR. Sa'id bin
Manshur®®, Malik dan lbnu Syaibah dengan perawi
yang dapat dipercaya).

d) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang

menghambat maksud perkawinan.

L a8 8158 z55 Jas Wil 0B de & ) e e

ey yninjas neje ueibegas el
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%8 Sa’id bin Manshur memiliki nama lengkap al-Imam al-Hafidh Abu ‘Utsman Sa’id bin
Manshur bin Syu’bah al-Khurasani. Beliau tinggal di daerah dekat Makkah dan sering dijuluki
sebagai ‘Syaikhul Haram’. Beliau lahir sebelum tahun 137 H atau setelahnya. Beliau lahir di masa
kekosongan sebelum munculnya Bani Abbasiyah, yakni setelah masa kemunduran Bani Umayyah.
Said bin Manshur wafat di Makkah pada bulan Ramadhan tahun 227 H. Beliau pernah belajar dan
menimba ilmu di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan banyak negeri lainnya. Hal ini
menandakan bahwa beliau selalu haus akan ilmu dan memiliki kemauan kuat untuk memperdalam
ilmu agama. beliau juga pernah berguru kepada al-Laits bin Sa’d (w. 175 H), Malik bin Anas (w.
179 H), Fulaih bin Sulaiman (w. 168 H), Abu ‘Awanah al-Wadhdhah bin Abdillah (w. 175 H),
Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), dan lainnya. Adapun ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau
adalah Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Abu Tsaur al-Kalbi (w. 240 H), Salamah bin Syabib (w.
247 H), Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, Shahib al-Sunan (w. 275 H), Abu al-
Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahib al-Shahih (w. 261 H), dan lainnya.
Said bin Manshur banyak mendapat komentar positif dari ulama-ulama lain. Said bin Manshur
merupakan salah satu ulama ahli hadis yang tsigah, hafidh, termasuk orang yang memiliki
keutamaan dan kejujuran. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis, bahkan menyusun kitab sunan,
yang dinamakan dengan Sunan Said bin Manshur. Beliau juga dijuluki sebagai ‘bejananya ilmu’
karena luasnya ilmu beliau. (Arni Nur Fitri, “Mengenal Kitab Sunan Sa’id bin Manshur”, artikel
dari https://majalahnabawi.com/mengenal-kitab-sunan-said-bin-manshur/ Diakses pada 27 Mei
2024.
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Artinya: Dari Ali Ra. ia berkata, "barangsiapa di antara laki-

e) Impoten

@z

8]

Artinya:

laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan
perempuan itu dan diketahuinya perempuan itu t
erkena balak, atau gila atau berpenyait kusta, hak
baginya maskawinnya dengan sebab menyentuh
(mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak
bagi suami (supaya dikembalikan) dan uatang di
atas orang yang telah menipunya dari perempuan
itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh
(difarajnya, hingga menghalangi jima') suami itu
boleh khiyar. Apabila ia telah menyentuhnya, hak
baginya maskawin sebab barang yang telah
dilakukannya dengan farajnya.” (HR. Said bin
Mansur).>®

yas (el (8 A2 A (o cadll (5 el G

Dsaie O dm o) gy 440 JR%) (il

Dari Said bin Musayyab Ra. ia berkata: "Telah
memutuskan ‘Umar bin Khattab bahwasanya laki-
laki yang unah diberi janji satu tahun." (H.R Said

bin Mansur)

Para Imam keempat mazhab dan mazhab Syi‘ah Imamiyah

sepakat dalam pembolehan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu

kebiri dan impoten.®°

%9 1bid., h. 95.

80 Abdul Rahman Ghozaly, op. cit., h. 147.
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3) Fasakh Karena Tidak Adanya Nafkah

1 Buele|g

Kategori fasakh ini masih terjadi perbedaan pendapat di
kalangan para ulama. Segolongan pendapat dari Mazhab Maliki,
Syafi’i, Hambali dan Abu Saur , Abu Ubaidah dan kebanayakan

ulama lainnya berpendapat bahwa ketiadaan suami dalam hal

Buepun-6uepun 1IBunpuljg e1din yeH

memberi nafkah kepada istri, bisa menjadi alasan istri mengajukan
fasakh ke pengadilan. ®* Pemisahan akibat ketiadaan nafkah
merupakan keburukan yang lebih besar bagi istri dibandingkan
dengan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Maka istri
punya hak yang lebih utama untuk berpisah akibat ketidakmampuan

suami memberi nafkah tersebut.®?

Golongan Mazhab Hanafi dan Zahiriyah berpendapat bahwa

seorang istri tidak bisa menjadikan alasan suami yang tidak memberi

- L am - A B Y B
SNy eAJIRY yninjas neje u

nafkah sebagai sebab mengajukan fasakh, hal ini di dasarkan pada

2|ep Ul S

Qur’an Surah ath-Thalaq ayat 7. Jika suaminya kaya dan tidak

LLIE

memberi nafkah kepada istrinya maka ini adalah perbuatan zalim,

ymuaq

U

tapi pencegahan kezalimannya tidak dengan cara fasakh, akan tetapi

undede

dengan menggunakan cara yang lain.%® Sebagaimana yang dikatakan

lelode)

oleh Ibn Abidin bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah istri tidak bisa

menjadikan penyebab fasakh tetapi jika suami enggan memberi

NS NN wizl edue)
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81 Amir Syarifuddin, op. cit., h. 249.
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62 Wahbah Az-zuhaili, op. cit., h. 445.

83 1bid., h. 445.
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nafkah kepada isrinya maka solusi yang bisa di jalani adalah
pengadilan (hakim) bisa menjual harta suaminya dan dibayarkan
kepada istrinya atau suami tersebut dipenjara sampai mau memberi
nafkah.%*

Fasakh Karena Suami Gaib (Hilang/ Mafqud)

Menurut Ulama Malikiyah dan Imam Syafi’i dalam Qaul
Qadimnya, apabila seorang suami pergi dengan tidak meninggalkan
harta dan pergi dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan istri
merasakan mudharat yang besar, maka istri boleh mengajukan
pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya (fasakh),
setelah berlalu empat tahun setelah putus berita suaminya tersebut.
Hakim perlu mencari berita apakah suaminya masih hidup atau mati
dalam waktu yang telah ditentukan, jika hakim tidak kunjung juga
mendapat berita suaminya maka hakim menceraikan dan menyuruh
istri beriddah dengan ukuran iddah wafat yakni empat bulan sepuluh
hari.®®
Fasakh Karena Melanggar Perjanjian Perkawinan

Perjanjian bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak, untuk
memenuhi syarat-syarat yang telah dijanjikan. Bila mana salah

seorang baik istri ataupun suami melanggar perjanjian perkawinan

6 Muhammad Amin al-Syahir ibn ‘Abdidin, Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dara al-Muhktar
Syarah Tanwir al-Abshar, (Beirut: Dar al-Kitab al-l1Imiah, 2003), Jilid 5, h. 306.

% Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid, alih bahasa olen Abdul
Rasyad Siddig, (Jakarta: Akbar media, 2013), h. 170.
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tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan

Buele|iq

putusnya perkawinan ke pengadilan. Dan perlu digaris bawahi bahwa

pullig eydid yeH

bentuk perjanjian perkawinan tersebut, pada dasarnya tidak boleh

bertentangan dengan prinsip perkawinan dan tidak melanggar hukum

eywnwnbBua

Buepun 16L

perkawinan. % Menurut lbnu Qudamah, ulama mazhab Hambali

Buepun-

dalam kitabnya Al-Mugni, bahwa perjanjian pra nikah seperti tidak
dipoligami, tidak dibawa perjalanan jauh dan lainnya adalah sah, baik
syarat atau akadnya dan wajib di penuhi, jika itu dilanggar maka bisa
di fasakh. Sedangkan Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i, syarat
seperti tidak dipoligami adalah tidak sah namun akadnya sah, namun

suami wajib membayar mahar mitsil.®’

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

di Indonesia

-1 5 L am - A B Y B
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=D a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Kemudian jika kita lihat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

LLIE

ymuaq
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7\— 1974 Tentang Perkawinan, di dalam pasal 22 perkawinan dapat

dibatalkan apabila, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam

undede

elode|

melangsungkan perkawinan. Maksud kata “dapat” dalam pasal 22
tersebut ialah bisa dibatalkan bisa juga tidak, apabila ketentuan agama
nya masing-masing tidak menentukan lain. berikut bunyi pasal 22 UU

Perkawinan No 1 Tahun 1974:

I
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8 Amir Syarifuddin, op. cit., h. 252.

67 Siti Patimah, “Perjanjian Tidak dipoligami Dalam Pespektif Empat Mazhab”, (Skripsi:
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), h. 98.
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Pasal 22:
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.®

Kemudian di pasal 23 di atur siapa saja pihak yang dapat

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3diD YeH

gicic

QX mengajukan pembatalan perkawinan:

N =

> D

~3 8
3V = o Pasal 23:
j = Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:
AR = a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau
G 5 = i’_ istri;
DC2E |
8§ = =35 b. Suami atau istri;

w

ed

IS N

ad ‘uenno

g,\ 5 c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum di putuskan;
% ? ;r f:* d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini
; E_ ? dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara
f 35 langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah
j j__ ; perkawinan itu putus.5®

E 5 Kemudian di dalam pasal 26 dikatakan sebagai berikut:

_ ; Pasal 26:

3 1) Perkawinan yang di langsungkan di muka pegawai pencatat

i
C

ad

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau

yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 22.

nery e)sng NjN wizi eduey undede ynjuaq

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 23.
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dimintai pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan
lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri

2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan

dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama

sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang

Buepun-Buey

dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan
perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”

Pasal 27:

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman
yang melanggar hukum;

2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

)
-
A

t
jub
A

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi

salah sangka mengenai diri suami atau istri;

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu
menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 bulan, setelah itu

masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan

haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya

1El

~ &
=10

gugur.”
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0 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 26 Ayat (1) dan (2).
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"1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3).
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

o

Kemudian di dalam PP No. 9 Tahun 1975, pada pasal 37
disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan
oleh pengadilan. Karna mengingat bahwa batalnya suatu perkawinan
dapat membawa akibat hukum baik terhadap suami, istri ataupun anak-
anak serta pihak ketiga, maka tidak di perbolehkan untuk pembatalan
perkawinan terjadi di luar pengadilan. Kemudian dalam pasal 38, diatur
mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 38:

u

1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-

(=31

1By yninjes neje

pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di

= tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

- - -
sin} eA

Iu

=2 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan

sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

=

£117
3AUSU

3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan

nsnAuad *

1eu

perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan

Jaquuns ueXing

lelode|

tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan
Pemerintah ini.”

Jadi dalam pasal 38 ayat 2 diatas tata cara pengajuan pembatalan

3 Uesli nuad

perkawinan di lakukan sama dengan tata cara pengajuan gugatan cerai

ML
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yang di atur dalam pasal 14 sampai dengan 18 PP No. 9 Tahun 1975.

2 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050,
Pasal 37 dan Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (3).
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c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan

diatur di dalam Bab XI dari pasal 70 sampai dengan pasal 76.

Pasal 70:

Beqgas dinbuaw 6

Perkawinan batal apabila:

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3diD YeH

day ueyibniaw yepi

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun
salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj';

b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili* annya;

ue) 1ul siny eAuey yninj@s neje uel

c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali

talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah

dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria

‘nery Bysng NiN

tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan

darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang

we|ep Iul sijn} BAIEY yninjes ne

menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.l1

Tahun 1974, yaitu :
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1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau

5
o
[s)
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keatas.

i
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2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang Yyaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan

antara seorang dengan saudara neneknya.

nery e)sng NjN wizi eduey undede ynjuaq

‘yejesewl niens uenelun neje 3ijy uesinu



47

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu
atau ayah tiri

4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan

dan bibi atau paman sesusuan.

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3diD YeH
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isteri atau isteri-isterinya..
Kemudian pasal 71 disebutkan hal-hal yang mengakibatkan
perkawinan dapat dibatalkan, sebagai berikut:

Pasal 71:

uej Iul sini efl 2¥ ynin|as neje ueic

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;

b. Perempuan yang di kawini ternyata kemudian diketahui masih

‘nery Bysng NiN

menjadi istri pria lain yang mafqud;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari

we|ep Iul sijn} BAIEY yninjes ne

suami lain;

; d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
? ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1Tahun 1974;
% 8 e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali

yang tidak berhak;

i
C

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”
Permasalahan yang timbul pada masa ini adalah tentang

pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh alasan administrasi,

nery e)sng NjN wizi eduey undede ynjuaq

3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, op. cit., h. 21.
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contohnya seperti perkawinan yaang dilakukan tidak dihadapan pejabat

o
o)

yang berwenang, nikah di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan
agama, nikah karna penipuan daln lain-lain. Hal ini menimbulkan tanda
tanya, apakah pernikahan tersebut sah secara yuridis formal ataukah
tergolong nikahul fasid yang dapat diajukan pembatalan perkawinannya
kepengadilan agama.”

Secara teoritis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, menganut prinsip bahwa perkawinan tidak menjadi batal

demi hukum tanpa adanya campur tangan pihak pengadilan. hal ini juga

u

ditegaskan dalam pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai bentuk aturan

21

1By ynin|es neje

teknis pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dikatakan
bahwa dalam pasal 37 PP No. 9 tahun 1975, batalnya suatu perkawinan
hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.”

) Adapun akibat hukum dari batalnya perkawinan tersebut adalah

3AUSU

putusnya hubungan perkawinan, namun keputusan tidak berlaku surut

~ A
ah

terhadap hal-hal yang di sebutkan dalam pasal 28 ayat 2 UU No. 1

ueur

Tahun 1974, kemudian dalam KHI, pembatalan nikah juga tidak

Jaquuns ueXing

berlaku surut karena alasan suami atau istri murtad, sebagaimana tertera

lelode)

dalam pasal 75 ayat a. Dan juga tidak berlaku surut terhadap anak-anak

karena perceraian kedua orang tuanya. Dipertegas lagi dalam pasal 76

3 Uesli nuad
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bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan
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"4 Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” dalam Hukum Islam, Volume 17., No. 2., (2017), h.
163.
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hukum antara orang tau dengan anaknya, maka anaak tetap punya hak
sama dengan anak lainnya, yaitu status anak sah, hadhanah, kewarisan,
dan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.”®

C~Penelitian Terdahulu

Buepun-
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Dalam menemukan pembahasan pada penulisan proposal ini, penulis
juga menelaah studi pustka maupun literatur-literatur ilmiah, salah satunya
dengan melihat atau meriview penelitian terdahulu yang akan penulis
kemukakan dalam penulisan proposal skripsi ini. Diantaranya:

1. Fikri Rahmananda, (1810010117) “ Pembatalan Perkawinan Berdasarkan
Pemalsuan Kehamilan (Analisis Putusan No. 689/ Pdt. G/2014/PA. SUB)
Progaram  Studi Illmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Purwokerto, 2022.

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas
mengenai pembatalan perkawinan, namun bedanya adalah mulai dari
tempat penelitian dan jenis kasusnya. Peneliti berfokus kepada penolakan
pembatalan perkawinan terkait dengan izin poligami di Pengadilan Agama
Pekanbaru, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada pembatalan
perkawinan berdasarkan pemalsuan kehamilan. Singkatnya bahwa dalam
penelitian ini terjadi kasus di daerah Kabupaten sumbawa besar, dimana
suami selaku pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

ke PA Sumbawa Besar dengan indikasi bahwa istrinya selaku termohon

1s uenelun neje
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76 Ibid., h. 168-169.
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telah melakukan kebohongan identitas kehamilan. Dan suaminya merasa
ditipu akan kehamilan istrinya tersebut. Pemohon mengajukan
permohonan pembatalan kawin dengan dalil UU Perkawinan pasal 27 dan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 72. Pada akhirnya hakim menolak
permohonan pemohon dalam hal pembatalan perkawinan, Hakim pada
akhirnya memutuskan tidak mengabulkan permohonan pemohon.
Siwi Mettarini, (1323201002), “Pembatalan Perkawinan Karna Pemalsuan
Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya”, (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl), Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2021.
Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas
tentang pembatalan perkawinan, namun ada bedanya dari segi tempat dan
juga objek penelitian, penulis terfokus kepada pembatalan perkawinan
yang ditolak hakim terkait tentang izin poligami, sedangkan pada
penelitian ini terfokus kepada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh
suami menyebabkan pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya.
Secara singkat, bahwa terdapat kasus dengan nomor perkara
925/Pdt.G/2018/PA.Btl, dimana suami memalsukan identitasnya sebagai
lajang yang belum pernah menikah yang tujuannya adalah untuk menikahi
wanita lain. Hakim mengabulkan gugatan penggugat yang berdasar kepada
pasal 72 ayat 2 KHI dengan menambahkan frasa “penipuan atau salah

sangka mengenai diri suami atau istri”
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A.

BAB Il1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang berarti
penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup di
masyarakat.”” Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field
Research) guna memperolah informasi yang akurat dari tempat penelitian baik
dengan melakukan Observasi langsung maupun menggunakan data dalam
bentuk resmi dari lembaga.
Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan
Agama Pekanbaru Kelas 1 A, yang mengadili perkara Penolakan Pembatalan

Perkawinan.

Objek Penelitian
Adapun objek pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru Kelas 1 A Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Tentang penolakan

pembatalan perkawinan.

105.

7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-6, h.

51
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D.‘Lokasi Penelitian

Buele|iq

Adapaun Lokasi pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama

pullig eydid yeH

Pekanbaru Kelas 1 A, yang berlokasi di Jalan datuk setia maharaja/ parit

indah, kelurahan tengkareng labuai, kecamatan bukit raya, kota pekanbaru.

eywnwnbBua

Buepun 16L

E.—Jenis Data

Buepun-

Adapun jenis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah
jenis data Kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis
normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam
terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada jenis kualitatif ini, lebih
ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai

pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.’®

F. Sumber Data

-1 5 L am - A B Y B
si|n] eAIBRY Yninjas neje u

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

2|ep Ul

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik

LLIE

melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen

wn

ymuaq

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Maka data primer yang

undede

elode|

diperolah adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, serta dokumen
resmi yakni Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Tentang penolakan

pembatalan perkawinan.
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8 Hajar, et.al., Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, (Pekanbaru: Suska
Press, 2020), h. 34.
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

1 Buele|g

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Buepun-6uepun 1IBunpuljg e1din yeH

Bahan-bahan hukum vyang mengikat terdiri dari peraturan
perundang- undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga
menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang peneliti
gunakan adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, PP No.

9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan

Agama Pekanbaru Kelas 1 A Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Tentang

penolakan pembatalan perkawinan.
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b. Bahan Hukum Sekunder

2|ep Ul S

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan

LLIE

ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder

ymuaq

U

yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait dengan

undede

pernikahan, poligami, Fasakh, Pembatalan Perkawinan, serta tulisan-

lelode)

tulisan ilmiah lainnya.

. Bahan Hukum Tersier
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Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai
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bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari

nely

1s uenelun neje

‘yejeseuwl njer



54

C

kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan

Buele|iq

hukum tersier yang peneliti gunakan ialah seperti kamus.

pullig eydid yeH

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai

eywnwnbBua

Buepun 16L

berikut:

Buepun-

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan percakapan langsung dan tatap
muka dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah
pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan
dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan pernyataan atas
jawabannya itu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara

terstruktur dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dalam

hal ini langsung kepada ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara

tersebut. Dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang telah

-1 5 L am - A B Y B
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ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2|ep Ul

2. Studi dokumentasi, yatu metode pengumpulan data kualitatif dengan

LLIE

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

wn

ymuaq

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang diteliti.

undede

HTeknik Analisis Data

elode|

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa data
dengan Analisis Deskriptif, dengan penulis akan menjabarkan serta

menguraikan data-data yang penulis peroleh dari hasil penelitian. Sehingga
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didapatkan suatu kesimpulan objektif, logis dan konsisten serta sistematis,
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yang tentunya sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian
ini.
I. - Metode Penulisan
Adapun metode penulisan yang penulis gunakan dalam penilitain ini
adalah sebagai berikut:
a. Metode Deskriptif Analitif

Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan mengemukakan data-
data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat disusun
menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini..

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah penulis mengungkapkan data umum yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis
sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

c. Metode Induktif.

Metode Induktif adalah mengungkapkan data khusus atau fakta-
fakta yang bersifat khusus, yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat di ambil kesimpulan
umum.”®

J.~ Sistematika Penulisan
Proposal ini disusun dalam lima bab yang setiap bab memilliki beberapa
sub, bab, untuk memudahkan para pembaca maka berikut ini akan diuraikan

sistematika penulisan sebagai berikut :

79 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 48.
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BAB I : PENDAHULUAN
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Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi
terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI dan
PEMBATALAN PERKAWINAN
Dalam bab ini, akan memuat tentang tinjaun teoritis tentang
poligami meliputi: poligami menurut hukum Islam, mulai dari

pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam islam, poligami

u

menurut fugaha, syarat poligami. Kemudian poligami menurut

(=31

1By yninjes neje

Undang- undang, meliputi: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun
1975 dan KHI. Selanjutnya akan memuat juga tentang tinjuan
teoritis tentang pembatalan perkawinan, meliputi: pembatalan

) perkawinan menurut hukum Islam (Fasakh), mulai dari pengertian

3AUSU

pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan,

~ A
ah

faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Kemudian

ueur

dilanjut dengan pembatalan perkawinan dari segi Undang-Undang,

Jaquuns ueXing

elode|

mulai dari UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI.
BAB Il : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan rangkaian metode

I Uesl nuad ‘u
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penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini, diantaranya
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memuat tentang jenis penelitian, subjek penelitian, objek
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penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik
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BAB IV:

BAB V:

57

pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan, dan
sistematika penulisan.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR
260/Pdt.G/2023/PA. Pbr.

Dalam bab ini penulis terlebih dahulu akan mejelaskan nmengenai
gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru, meliputi; sejarah
pengadilan, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama, visi dan
misi Pengadilan Agama Pekanbaru, wilayah yuridiksi, struktur
kepengurusan, kemudian akan di jelaskan mengenai gambaran
umum putusan Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. meliputi; deskripsi
singkat putusan, duduk perkara, kemudian hasil penelitian yang
akan penulis jelaskan dan uraikan bagaimana analisis putusan
hakim terhadap perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang
penolakan pembatalan perkawinan Berkaitan Tentang lzin
Poligami, dari sudut pandang Hukum Islam Serta peraturan
Perundang-undangan yang terkait.

PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.
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PENUTUP

A-Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Putusan

Buepun-6uepun 1IBunpuljg e1din yeH

Hakim Pengadilan Agama Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan
Berkaitan Tentang lIzin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.
Pbr)”. Dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pertimbangan hakim dalam  menetapkan perkara  Nomor
260/Pdt.G/2023/PA. Pbr tentang penolakan pembatalan perkawinan

berkaitan tentang izin poligami adalah pernikahan yang terjadi antara

termohon 1 dan H. MI Bin | adalah sah karna semua rukun dan syarat

yang di tetapkan oleh syari’at Islam terpenuhi, dan tidak adanya
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larangan perkawinan baik itu hubungan darah, sepersusuan maupun

2|ep Ul S

semenda. Dan pernikahan itu tercatat resmi dalam kutipan akta nikah

LLIE

Nomor 165/1977 tanggal 01 Oktober 1977. Hal ini tentu sudah sesuai

ymuaq

U

dengan perintah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada

undede

pasal 2 ayat 2 yang berbunyai: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

lelode)

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis dari perspektif hukum Islam pada putusan Nomor

NS NN wizl edue)
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260/Pdt.G/2023/PA. Pbr tentang penolakan pembatalan perkawinan
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berkaitan tentang izin poligami, bahwa dalam Islam jumhur ulama

nely

sepakat, pada dasarnya poligami atau beristri lebih dari seorang di
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perbolenkan dengan syarat terpenuhinya syarat dari poligami itu
sendiri, yakni perlakuan adil oleh suami kepada istri dan anak, serta
maksimal hanya boleh 4 orang istri saja. Jika khawatir tidak berlaku
adil maka cukup satu istri saja. Adapun dasar pembolehan poligami
tercantum dalam Qur’an Surah An Nisa ayat 3. Dalam islam sendiri
fasakh atau putusnya berkawinan itu sejatinya disebabkan beberapa
faktor mulai dari cacat jasmani, syigag, gila, kusta, dan lain-lain.
Sedangkan dalam putusan tersebut tidak terdapat faktor-faktor sebuah

perkawinan tersebut bisa di fasakh menurut Syari’at Islam.

B. Saran

Dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, penulis mencoba untuk
memberikan saran-saran, dengan tujuan supaya sedikit dapat bermanfaat bagi
perkembangan ilmu hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga, serta
pelaksanaan hukum Islam yang membawa dampak positif bagi kemaslahatan

Masyarakat. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:
1. Kepada masyarakat, supaya lebih bijak dan rasional ketika hendak
melakukan poligami, karna pada hakikatnya poligami merupakan pintu
rukhsah atau bentuk keringanan, yang telah di Syari’atkan oleh Allah
SWT, terhadap keadaan-keadaan darurat yang dialami dalam hu
bungan rumah tangga, dan syarat yang tersinyalir dalam Al-Qur’an,
tidak bisa dianggap hal yang sepele, yaitu harus dapat berlaku adil
kepada istri-istri dan anak-anak. Barang tentu syarat tersebut bukan

sesuatu hal yang mudah. Maka dari itu terutama kepada suami, perlu
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memikirkan matang-matang sebab dan akibatnya, ketika hendak
berpoligami.

Kepada para hakim pengadilan agama pekanbaru, ketika memeriksa,
menimbang dan memutuksan perkara-perkara di pengadilan agama
pekanbaru, dengan segala kerendahan hari penulis, hendak lebih
memperhatikan aspek kemaslahatan diantara para pihak yang
berperkara, supaya lebih memperhatikan segala aspek dan fakta
hukum, tentu dibarengi dengan nurani, rasionalitas dan kebijaksanaan
dalam memutuskan perkara, supaya masyarakat sang pencari keadilan,
tidak mudah berputus asa untuk mendapatkan keadilan di pengadilan
agama pekanbaru.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dilakukannya
pengembangan penelitian mengenai pembatalan pernikahan yang
berhubungan dengan syiqaq ditinjau dari hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, ibn Muhammad Amin al-Syahir. Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dara al-
Muhktar Syarah Tanwir al-Abshar, Beirut: Dar al-Kitab al-l1imiah,
2003.

2y16n

2l UEP uE)wnunbusw

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Buepun-Buepun 16Bun

Al-Tirmidzi. Sunan Al-Tirmidzi, Beirut: Dar Al-Kutub Al-1Imiyyah.
Anas,bin Malik. Muwatta’, Beirut: Dar Thya ‘it Turats Al-Arabi, 1985.

As-Subki, Ali Yusuf. Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,
Jakarta: Amzah, 2012.

Bl

SN} eAJIRY yninjas neje

As-Syafi’i, Muhammad Idris. Al-Umm, Alih bahasa oleh: Muhammad Yasir
Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ath-Thabari, Ibnu Jarir. Tafsir ath-Thabari, Kairo: Darul Ma’arif, 1978.

‘nery Bysng NiN

Az-Zuhaili, Wahbah. Figih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, alih bahasa
oleh Ahamd Najieh, Semarang, Pustaka Nuun: 2011.

P IUI €

we|e

As-Syaukani. Nailul ‘Authar Syarh Muntagal Akhbar, Libanon: Daar Al-Fikr,
1973.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, Figh Munakahat, Bandung: CV. Pustaka
Setia, 1999.

Daradjat, Zakiah. Ilmu Figh, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf , 1995.

Fahmi, Anshori. Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah, Bandung: Pustaka
Liman, 2007.

Ghazaly, Abdul Rahman. Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2014.

=

B)SNg NIN uizi eduel undede ymuaq

e

Hajar, et., al, Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, Pekanbaru:
Suska Press, 2020.

nely

s uenelun neje

112

‘yejeseuwl njer



113

1D YeH

Hambal, bin Ahmad. Musnad al-imami al-Hafidz Abi ‘Abdullah Ahmad bin
Hambal, Riyad: Baitul al-Fikr al-Dauliyat, 1998.

Isma’il al-Kahlani al-San-ani, ibn Muhammad. Subulu al-Salam, Riyad: Dar
Ibnu al-Jauzi, 1997.

Nasution, Khairuddin. Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran
Muhammad Abduh, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

juepun 1Bunpuijg eyd

pun-

Patimah, Siti. “Perjanjian Tidak dipoligami Dalam Pespektif Empat
Mazhab”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,
2021.

Bueg

Qutub, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an, Alih
bahasa oleh: As’ad Yasin et.al., Jakarta: Gema Insan Press 2002.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid, Alih bahasa oleh:
Abdul Rasyad Siddiq, Jakarta: Akbar media, 2013.

e lieitheaac yp i

si|n] eAIRY Yninjas neje

Sabiq, Sayyid. Figh Sunnah 3, alih bahasa oleh Abdurrahman dan Masrukhi,
Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

we

Suwartono. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2014.

Syahrur, Muhammad. Metodologi Figih Islam Kontemporer, Yogyakarta:
Elsaq, 2004.

ey uesijnus

ueyuinjueous

Iu

ey eA

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006.

uag wejep

Syihab, Umar. Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Semarang: Toha
Putra Grou, 1996.

ueunsn

dede ym

Saebani, Ahmad. Figih Munakah, Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Jaquuns ueyingsAusw uep

lelode)

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah
Lengkap, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Utsman Bin Muhammad Syatho, Abu Bakar. I’anatuth Thalibin, Beirut:
Darul Kutub al Ilmiah, 1995.

3 Uesli nuad

1]

Wisesha, Pramudya. “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi
Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama
Gunung Sugih”, Tesis: IAIN Metro, 20109.

Iy BYSNg NN wizi edue) un

neig

uenelun 1

(=1
el

‘yejesewl niens



juepun 1Bunpuljg e3din yeH

all UBp uejwnuwnbuaw buele

K
e

_- (7=

BAIEY UNIN|2S NEJE UE Edos 2/

s51|N)

Iu

uag wejep

= P o
Avde um
Lir.-\li. b L)

un

1S NN Wz edug)

e}

s

yejesew njens

114

Yazid Ibnu Majah, bin Abi Abdillah Muhammad. Sunan Ibnu Majah, Riyad:
Baitul Fikr al-Dauliyat, 1998.

Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i,
Hanafi, Maliki, dan Hambali, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1999.

Yusuf, Kadar M. Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum,
Jakarta: Amzah, 2011.

, 2 BJurnal

Anggraeni, Mustika et., al, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan
Permohonan Poligami" Media Of Law And Sharia Volume 4. No.
1 (2022): h. 52.

Alkatiri, Rugaya dan Abu Sanmas. "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan
Tinggi Agama Maluku Utara." Indonesian Journal of Shariah and
Justice Volume 1. No. 1 (2021): h. 59.

Duri, Rofika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Dalam
Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan
Umbulharjo Kota Yogyakarta).” EI-Usrah: Jurnal Hukum
Keluarga Volume 5. No. 1 (2022): h. 104.

Gema, Gusti dan Mahardika Brata. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam
Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." Notarius VVolume 12.
No. 1 (2019): h. 434.

Hamid Labetubun, Muchtar Anshary dan Sabri Fataruba. “Implikasi Hukum
Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." Batulis
Civil Law Review Volume 1. No. 1 (2020): h. 56.

Imron, Ali. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan” Qistie Volume
6. No. 1 (2012): h. 53.

Isti’anah dan Nihayatul Husna. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an" dalam
El-Mu jam: Jurnal Kajian Al Qur’an Dan Hadis Volume 2. No. 1
(2016): h. 53.

Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga
Negara Muslim." Maddika: Journal of Islamic Family Law
Volume 2. No. 1 (2021): h. 9.

Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor | Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)."
Krtha Bhayangkara Volume 13. No. 2 (2019): h. 235.



juepun 1Bunpuljg e3din yeH

Buepun-

eAley yninjas neje ueibeqgss AUBJI(

s51|N)

Iu

uag wejep

Fe
U

dede yni
Ueue Al

un

1S NN Wz edug)

e}

uenelun

yejesew njens

115

Puryani, Puji dan Dhandy Afrila Wisnu. "Kajian Yuridis Terhadap
Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Wates
(Kajian Kasus No: 133/Pdt. G/2020/Pa, Wt)." Dehap ISBN: 978-
623-90389-7-7, h: 183-184.

Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan
Menurut Hukum Islam” Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga
Islam Dan Kemanusiaan Volume 2. No. 2 (2020): h. 89-90.

Rizal, Faisol dan Fajri Fajrul Falah. "Pembatalan Perkawinan Karena
Pemalsuan ldentitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang
No. 0408/ Pdt. G/2016/PA.Jbg)." Minhaj: Jurnal Ilmu Syari’ah
Volume 3. No. 1. (2022): h. 93.

Rahmatillah, Deni. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” Hukum Islam,
Volume 17. No. 2 (2017), h. 163.

Suwardi. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Peradilan
Agama." Ensiklopedia Social Review Volume 3. No. 1 (2021): h.
80.

Susanto. "Penyelesaian Perkara Karena Tidak Adanya lzin Poligami.” Sol
Justicia Volume. 2 No. 2 (2019), h: 169-170.

Wahyudi, Amri. " Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari
Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." Jurnal
Mugaranah Volume 5. No. 2 (2021): h. 175-76.

Yani, Yuli. "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil." Jurnal
Tana Mana Volume 3. No. 1 (2022): h. 13.

~Kamus

Budiono. Kamus IImiah Populer Internasional, Surabaya: Alumni, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, 2003.

.-Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.



116

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, Bandung:
CV. Nunsa Aulia, 2020.

E. Website

Buepun 1Bunpuijg e3din yeH

Arni Nur Fitri, “Mengenal Kitab Sunan Sa’id bin Manshur”, Artikel diakses
pada 27 Mei 2024. https://majalahnabawi.com/mengenal-kitab-
sunan-said-bin-manshur/

Buepun-

Pengadilan Agama Pekanbaru, Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru,
Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari https://www.pa-
pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-

pengadilan

Pengadilan Agama Pekanbaru, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama
Pekanbaru, Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari https://www.pa-
pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-
pokok-dan-fungsi

yninjes neje

Py
=3

o 2k
S1|N) _AUE

2|ep Ul S

Pengadilan Agama Pekanbaru, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru,
Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari https://www.pa-
pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-

pengadilan

Pengadilan Agama Pekanbaru, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama
Pekanbaru, Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari https://www.pa-
pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-

yurisdiksi

LLIE

F.~Wawancara

undede ynjuaq

= Muhammad Taufik, diwawancarai oleh Penulis, Mei 2024, Pertimbangan

ks Hakim Dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr Tentang

= Pembatalan Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru,
Pekanbaru.

I

BYSNS NN uizi edue)
uesiin

LN
e

nel

1s uenelun neje

‘yejeseuwl njer


https://majalahnabawi.com/mengenal-kitab-sunan-said-bin-manshur/
https://majalahnabawi.com/mengenal-kitab-sunan-said-bin-manshur/
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi

2024

117

Foto Wawancara Dengan Bapak Drs. M. Taufik, M.H. (Hakim Pengadilan
Agama Kelas 1 A). Jum’at 22 Mei

LAMPIRAN :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau
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DAFTAR PERTANYAAN
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Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin
Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr)
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I.ENama Responden?

2. Jabatan Responden?

3.oco Sudah berapa tahun bapak/ibu bekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru?

4.§Apakah Bapak/Ibu mengetahui perkara persidangan pembatalan perkawinan

gdalam putusan nomor 260/Pdt.G/2023/PA Pbr?
5.~ Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang menjadi Hakim dalam
persidangan pembatalan perkawinan dalam putusan  Nomor
260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
6. Apakah Bapak/Ibu yang menjadi hakim dalam persidangan pembatalan
perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang menjadi Pemohon dan
Termohon dalam perkara persidangan pembatalan perkawinan pada perkara
nomor 260/Pdt.G/2023/PA Pbr?
8.f§Apakah Bapak/Ibu mengetahui duduk perkara dalam persidangan pembatalan
= perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr Bisakah Bapak/Ibu
::jelaskan?

9.§Bisakah Bapak/Ibu jelaskan kenapa pihak termohon ke dua yakni pihak KUA
;Kecamatan Kuala Kampar tidak hadir dalam persidangan nomor
~260/Pdt.G/2023/PA Pbr tersebut?

1 Oi_.;, }Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor

< 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr tersebut?

1 liApa yang menjadi landasan hukum Bapak/Ibu mengambil putusan tersebut?

IZf.-‘;Bagaimana Bapak/Ibu mengambil keputusan dalam putusan pembatalan

Sperkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
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I~ Nama Responden?

Zéj Jabatan Responden?
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49.;0 Apakah Bapak/Ibu mengetahui perkara persidangan pembatalan perkawinan
~ dalam putusan nomor 260/Pdt.G/2023/PA .Pbr?
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Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang menjadi Hakim dalam
persidangan  pembatalan  perkawinan  dalam  putusan  Nomor
260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?

6. Apakah Bapak/Ibu yang menjadi hakim dalam persidangan pembatalan
perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?

7. Apakah Bapak/lbu mengetahui siapa saja yang menjadi Pemohon dan
Termohon dalam perkara persidangan pembatalan perkawinan pada perkara
nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?

&'_‘_,J: Apakah Bapak/Ibu mengetahui duduk perkara dalam persidangan pembatalan

Eperkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA Pbr Bisakah Bapak/Ibu
Z_T‘ Jjelaskan?

9;- Bisakah Bapak/Ibu jelaskan kenapa pihak termohon ke dua yakni pihak KUA
C Kecamatan Kuala Kampar tidak hadir dalam persidangan nomor
< 260/Pdt.G/2023/PA Pbr tersebut?

]é Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor
i 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr tersebut?

l; Apa yang menjadi landasan hukum Bapak/Ibu mengambil putusan tersebut?
lzZ.‘Bagaimana Bapak/Ibu mengambil keputusan dalam putusan pembatalan
; perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
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SKripsi dengan judul ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
BERKAITAN TENTANG IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor
260/Pdt.G/2023/PA. Pbr), yang ditulis oleh:

Nama : Irwan Syahputra
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Program Studi - Hukum Keluarga
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TIM PENGUJI MUNAQASYAH /
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Ketua
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Sekretaris
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Penguji 1
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PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289

g Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

o = Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum,.papekanbaru@gmail.com
Nomor 499 /PAN.W4-A1/Hk2.6/111/2024 Pekanbaru, 18 Maret 2024
Sifat < : Biasa
Lampiran -
Hal o - 1zin Riset

h. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Umvers:tas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
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Peénbaru

‘ Assalamu’alaikum wr.wb.

 Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F.//PP.00.9/3035/2024,
tanggéf*? Maret 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan
ini kami sampaikan bahwa

Nama . Irwan Syahputra
NIM 12020111139
Program Studi/Jurusan - Hukum Keluarga

Dapat diizinkan untuk melakukan interview yang berkaitan dengan Skripsi
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5 mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan

e

> Agama Pekanbaru tentang Pembatalan Perkawinan Berkaitan tentang Izin
= Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr)’, dengan catatan yang
bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama

Y

Pekanﬁaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.
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